
 
 
 

· GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

NOMOR 6J TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG 
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi 

hutan yang produktif dan erlindungi yang dapat 

memberikan manfaat bagi lingkungan,. sosial, 

budaya, dan eko omi� yang seimbang dan lestari, 

perlu pe · gelolaan hutan produksi dan hutan 

·ndung di Provinsi Sumatera Selatan;. 

b. bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan 

lindung yang berkesinambungan deng� 

mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan 

kearifan lokal, dapat memberikan manfaat yang 

sangat penting bagi masyarakat,. dari aspek 

ekologi, ekonomi, m.aupun sosial; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah dalam r-angka 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

kehutanan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

P.e yusunan Rencana Pengelolaan Hutan� serta 

Pemanfaatan Hutan, perlu pengaturan yang 

komprehensif untuk Pengelo,laan Hutan Produksi 

dan Hu an Lindung di Provinsi Sumatera Selatan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pad.a hurnf a., huruf b, dan huruf c 

perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang 
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Pengeiolaan Huta Produks· dan Hu tan L · dung 

di Priovinsi Sumatera Selatan; 

1. Pasal 18 ayat ,(6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang 
Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 70 1 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Ta.bun 990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo esia Nomo 
34 l 9}; 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2004 •entang Penetapan 
Peratu.ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 te, • tang 
Kehutanan menjadi U dang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004· Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 entang 

Penataan Ruang ,(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 e tang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 130� Tambahan Lembaran 
Negara R.epublik Indonesia Nomor 5432); 



 
 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 4  te tang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 244 1 Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5587)  seba.gaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 l 5 ten tang Perubahan Kedua atas Undang

U • dang Nomor 23 Tahun 20 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik 

Indon sia Tahun 201 4  Nomm· 58,. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

8. Peratman Pemerintah Nomor 44 Ta · un .2004 

tentang Perencanaa n Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 

146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4452) ; 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahu , 2004 

tentang Perlindungan Hutan s bagaimana telah 

diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 te " tang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 t nta ng 

Perlindungan Hutan {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nornor : 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4453); 
1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 2007 

tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No,mor 4696) sebagaimana 
te lah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan,. serta Pemanfaa an Hutan 
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(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 

2008 Nomor 1 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 48 1 �: ) ; 

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 10 

tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran 

Negara Republ ik lndonesia Tahun 20 1 0  Nomor 

30 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5 1 2) sebagaimana elah diubah 

dengan P.eraturan P.emerintah Nomor 6 1  Tahun 

20 12 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 I O  ten tang 

Penggunaan Kawasan Hutan ,(Lembaran Negara 

Republik l donesia Tahun 20 1 2  Nomor 140 J 

Tambahan Lembaran Negfil'a Republik Indonesia 

Nomor 5325) ; 

1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 1 8  

tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 

Republik . donesia Tahun 20 1 8  Nomor 97 � 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 62 1 9) ;  

13 . Peratu..ran Menteri K:e utanan Nomor P.6/ 

Menhut-I l / 2009 tenta.ng Pembentukan Wilayah 
Kesa tuan Pengelolaan Hut.an ( erita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , 4) ; 

1 4. Pera.tu.ran Menteri Kehutanan NomorP.6 / Menhut

H /  20 I O  ten tang Norma� Standar; Prosedur dan 

Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 1 0  Nomor 62) ; 

15 .  Peraturan Menteri Lingkungan H'dup dan 

Kehutanan Nomo.r P .54 / Menlhk/ Setjen/ 

Ku.m. l / 6/20 16 te , tang Tata Cara Pemberian clan 

Perpanjangan [zin Pemungutan Hasil Hut.an Kayu 

atau Hasil Hu an Btikan Kayu Pada Hut.an Negara 

(Be:rita Negara Republik 1 ndones ·a Tahun 20 1 6  

Nomor 1 039) ;  
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1 6 . Peraturan Menter· Ling.k:ungan Hidup dan 

Kehu anan Nomor P.83/ Menlhk/Setjen/ 

Kum. 1 /  1 0/ 20 1 6  tentang Perhutanan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6  

Nomor 1 663) ; 

1 7 . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P .49 / Menlhk/ Setjen/ 

Kum. I /9 / 20 1 7 ten tang Ke1jasama Pemanfaatan 

Hutan pad.a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (Serita 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 

1 242) ;  

8 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

20 1 5  tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

20 1 5  Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan P.e:raturan Mente.Ii Dalam Negeri Nomor 

l 20 Tahun 20 1 8 ten tang Perubahan atas 

P.eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

20 1 5 ten tang Pem·bentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20 1 8  Nomor 1 57) ; 

1 9 .  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup da 

Kehutanan Nomor P.27 / M nlhk/ Setj · n/ 

Kum . l / 7/ 20 1 8  ten tang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hu an sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P. 7 / Menlhk/Setjen/ um. 1 / 2/20 19 tentang 

Perubahan atas Peraturan Mente.ri Lingkungan 

Hidup dan Keh tanan Republik Indonesia Nomor: 

P .27 / Menlhk/ Setjen/Kum. 1 / 7  / 20 1 8 tentang 

Pedoman Pinjiam .Pakai  Kawasan Hutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 

462) ; 

20. Pe atura Men .e:r ·  L
. 

gkungan H"dup dan 

Kehu anan Nomor P.98/MENLHK-

SETJEN / KUM. 1 / 1 1 / 20 1 8 ten tan g Tata Cara 

-----· 
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Penyusunanj Penilaian dan Pengesahan Rencana 

Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaa Hutan 

Lindung dan Kesatuan Pengelola Hutan 

Produksi ,(Berita Negara Republik lndo esia 

Tahun 201 8 Nomor 1 75 1 ) ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI 

PROVlNSI SUMATERA SELATAN .. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I .  Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2 .. PemeI"intah Provinsi adala.h Pemenntah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3 .  Menteii adalah yang menyelenggarakan urusa pemerintahan di 

Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 

4 .  Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - rovinsi Sumatera 

Selatan. 

6. Kabupaten/ Ko a adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Smnatera 
Sdatan. 

7.  Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan. 

8 .  Dinas ad.a.lab Dinas yang melaksanakan urusan Kehutanan di 

Provinsi Sumatera Selatan . 

...,.... 
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9 .. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, 

adalah wilayah pengelo. aan hutan sesuai fungsi po o dan 

perunt ukan nya, yang dapa t d ike lola. secara efisien dan lestari. 

1 0 . UPTD KPH adalah un· t  Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ke ; utanan 

Provinsi Sumat ra Se latan yang .mempunyai tuga s melaksanakan 

p ng lolaan Hutan Produksi dan Hutan • indung. 

1 1 . Hutan adalah suatu kesatuan ekos ·stem beru.pa hamparan 

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang 

ain tidak dapat dipisahkan. 

1 2 .  Kawasan Hu tan adalah wilayah tertentu dite · apkan oleh 

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan 

teta.p. 

13 . H u  tan Produks · adafah kawasan hutan yang mempu nyru. fungsi 

pokok mem produksi hasil hutan. 

1 4 . futan L:i:ndung adalah kawasan hutan yang mempunyai fung�i 

pokok sebagai perlin dunga , sistem penyangga kehidupan untu.k 

m.engatur tata air, mencegah banjir ,  mengendalika eros ,  

mencegah intrusi air laut, dan .memel ihara kesubura tana . 

1 5 .  Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat 

hukum adat . 

1 6 .  Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan 

turu nannya t erta j asa yang berasal dari hutan . 

1 7 .  Hasi l Hutan Kay u yang s lanj u tnya d " singkat HHK adalah benda

benda hayati yang berupa basil hutan kayu yang dipungut dari 

hutan . 

1 8 . Has:il Hu tan Bu kan Kayu yang se anj utnya disingkat HHB K adalah 

be nda- benda hayati yang berupa basil hutan hayati baik n abati 

maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali 

kayu yang berasal dari hutan . 

1 9  .. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang mer puti tata utan dan 

p nyu unan rencana pen gelo laan hutan, pemanfa atan h utan , 

penggunaan awasan hutan , rehabilitasi dan reklamasi hutan ,. 

dan perlindungan hutan dan konsenrasi alam pada Hutan Lindung 

dan Hu tan Produksi. 

20. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun uni pengelolaan 

hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan 
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sesuai dengan tipe ekosistem dan pote si yang terkandung di 

dalamnya dengan tujuan un uk memperoleh manfaat yang 

se·besar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. 

2 1 . Pemanfaata , Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 

kawasan utan� memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan 

hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, serta memungu basil 

hutan kayu dan bukan kayu,. secara optimal dan adil, untuk 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 

22 . P,emanfaatan Kawasan Hu tan adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan ruang tumbuh se · gga diperoleh manfaat 

lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat e o om� secara op'timal 

dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 

23. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian 

kawasan hutan un . uk kepentingan pembangunan di luar kegratan 

kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan 

hut.an tersebut. 

24 . Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah k.egjatan untuk 

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu 

dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi 

pokoknya. 

25. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk 

memanfaatk:an dan mengusahakan hasil hutan be:rupa bukan 

kayu dengan tidak merusak lingkungan dan ·dak mengurangi 

fungsi pokoknya. 

26. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiat.an untuk mengambil has> 

huta .. baik berupa kayu dan /atau bukan kayu dengan batasan 

aktu, luas, clan/ a tau volume tertentu. 

27.  Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegjatan untuk 

memanfaatkan potensi jasa linglrungan dengan tidak merusak 

lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 

28 . Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan , 

mem.pertah a11 · an d m ningkatkan fungsi hutan sehingga daya 

dukung� produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem 

penyangga kehidupan tetap terjaga. 

29 . Reklamasi Huta n adalah upaya memulihkan lahan akiba kegia an 

penggunaan kawasan hutan . 

. . 
r 
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30. f'erl indungan Hutan adala_h usaha untuk mencegah dan 

membatasi kerusak:an hutan� kawasan hutan dan hasil hutan 

yang disebabk:an oleh perbuatan manusia , ternak, ,ebak:aran ) 

daya-d.aya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan clan 

me jaga hak-hak negara, masyarakat d , , perorangan atas hutan� 

kawasan hutan, basil utan, investas; serta perangkat yang 

berhu'bungan dengan pengelolaan hutan. 

3 1 . Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah kawasan yang berada 

d "  luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan 

Tam.an Buru yang seca ra ekofogis menunjang �elangsungan 

kehidupan melalui upaya _ konservasi keanekaragaman hayati 

, tuk esejah teraan masyarakat dan mutu kehidupan manus1a 

yang dite apkan sebagai kawasan yang dilindungi. 

32 . Wilayah Tertentu adalah wilayah ,. utan yang situasi dan 
kondisinya belum menarik bagi p "hak ketiga untuk 

me gembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin 

pemanfaatan da penggunaan kawasan bu· an. 

33. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan 

pengelola.an hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hut.an 

dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan 

hasil a.ta hu an dan rencana kehutanan 1 dan memperhatikan 

aspi:rasi , peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi 

lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif 

untuk memperoleh manfaat yang leb: optimal dan lestari. 
34. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya 

disebut RPHJP adala.h rencana pengelolaan hutan u tuk seluruh 

ilayah kerja. KPH dalam kurun akt 10 tahun. 

35. Rencana Pengelo]aan Hutan Jangka Pendek yang selanjutnya 
disebut RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk 

kegia an KPH dalam kurun a ktu 1 (satu) tahun yang 

penyusunannya didasarkan atas Rencana KerJa Pengelolaan 

Hutan Jangka Panjang. 

36 .. Daerah AliFan Sungai yang selanj utnya d.isingkat DAS adalah 

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan a ak-anak sungainya yang berfungsi menampung1 

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal da.ri curah hujan ke 

danau at.au laut secara ala.mi, yang bata ct ·  darat merupakan 
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pemisah topogra.fis den batas di laut sampai dengan daerah 

perairan yang masih terpengaruh aktifitas darata:n. 

3 7 .  Hu tan Kemasyarakatan yang selanjut ya disebut HKm adalah 

Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk 

memberdayakan masyarakat . 

38 .  Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah 

hutan tanaman pada hutan produksi yang diba11gun oleh 

kelompok masyarakat untuk: meningkatkan potensi dan kualitas 

huta.n produksi dengan menerapkan silvikultu:r dalam rangka 

menjamin kelestarian sumber daya hutan. 

39 . Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak 

yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan unluk kesejahteraan 

desa. 

40 .  Pemberdayaan adalah upaya memperkuat kapasitas pemerintah, 

masyarakat dan para pihak d.alam hal pengetahuan� sikap dan 

keterampilan dalam pere canaan j pe.ngelolaa dan pe gendal:i.an 

DAS. 

4 1 . Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama pemanfaatan hutan 

antara masyarakat setempat/ kelompok dengan pengelola h · tan , 

pemegang ij in usaha pemanfaatan hutan/ jasa hutan, ij in pin jam 

pakai kawasan hutan atau pemegang ij in usaha industri primer 

hasil hutan. 

42 . Kerjasama Pemanfaatan Hutan adalah kesepakatan pada KPH 

denga BUMN, EUMD, BUMS, BUM Desa, , MKM �  koperasi 

mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, 

h.utan lindung lintas kabupaten/ kota yang dibuat secara tertulis . 

43 . Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan 

daerah lam, antara daerah dan pihak ketiga , dan/ atau an ta a 

dae:rah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang 

didasarkan pada pertimbangan ,efisien si dan efektivitas pelayanan 

publik serta saling mengun ungkan . 

44 . Agroforestry adalah sistem penggunaan la an yang 

mengkombinasik:an pepohonan dengan tanaman p rtanian untuk 

meningkatkan keunhmgan� baik secara ekonorn: s m.aupun 

lingkungan. 
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45 .  Silvopastura adalah kegiatan yang menggabung.kan antara 

kegiatan kehutanan dan p ternakan d.alam satu sistem 

pengelo,laan lahan. 

46. Silvofishery adalah kegiatan yang menggabungkan an tara kegiatan 

kehutanan dan perikanan dalam satu sistem pe:ngelolaan Iahan. 

Pasa] 2 

Pengelolaan Hutan dilaksanakan berdasarkan asas : 

a .  manfaat dan lestari; 

b. kera.kyatan; 

c .  eadilan; 

d.  kebersamaan; 

e .  keterpadua.n ; 

. ke erbukaan; dan 

g . pengakuan terhadap kearifan lokal . 

Pasal 3 

Maksud daxi Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan 

pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menjalanka:n pengelolaan 

hutan yang berkelanjutan. 

Pasal 4 

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah: 

a .  me goptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di  tingkat tapak 

secara efektif dan efisien ; 

b .. memberikan landasan hukum bag· pengelolaan hu an berbasis 

karak eristik Mlayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan 

masyaraka . secara partisipatif  dan kolaboratif; 

c .  menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan 

.efisien · ' 
d.  menJamm kelestarian fungsi hutan sebagai sistem. penyangga 

kehidupan; 

e .  mencegah kerusakan kawasan hutan; 

f. mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan 

pa:rtisi pa.tif; 

g . memantapkan koordinasi pengelo laan hutan antara Pemerintah 

Provins·, dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan lembaga erkai t 

lainnya. 



 
 
 

Pasal 5 

Rua.ng l ingkup Peraturan Daerah in� meliputi : 

a. pelak anaan tata huta n kesatuan pengelolaan hutan dan 

pelaksanaan rencana hutan kesatuan pengelolaa hutan; 

b .  p laksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan 

hutan lindung; 

c .  rehabiFtasi dan reklamasi huta n; 

d .  perlindungan hutan clan konservasi sumder daya alam_; 

e .  pemberdayaan masyara.kat; 

f. kerjasama; 

g . monitoring dan evaluasi; 

h .  sistem informasi kehutanan;dan 

1. pembinaan dan pengawasan. 

BAB I I  

PELAKSANAAN TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 

DAN PELAKSANMN RENCANA HUTAN KESATUAN 

PENG ELOLAAN HUTAN 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Pasal 6 

( ! ) Pelaksanaan tata hutan dilakukan melaJui :  

a .  identifikasi kondisi biofgjk,. sosial , e o omi da budaya 

masyarakat di se.kitar kawasan hutan; 

b .  a a blok; 

c . tat.a petak; 

d . tata batas ; 

e .  pemetaan ; dan 

f. pemeliharaan batas blok/ petak. 

(2 ) Kegia. an pelaksanaan tat.a hut.an sebagaimana dima.ksud pada 

ayat ( 1 )  dilakukan dengan mempertimbangkan. keragaman 

sumber daya alam, batas alam dan wilayah administratifnya. 

(3) Luas tata petak sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1 ) huruf c 

diatur sebagai berikut 

a. hutan lindung paling sedikit seluas 50 hektar; dan 

b. hutan produksi paling sedikit seluas 25 hektar. 

(4) . etentuan seba.gaimana imaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. 
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Bagian �edua 

Pelaksanaan Rencana Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Pasal 7 

( 1 ) UPTD KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan 

hasil tata hutan. 

(2) Rencana pengelolaan hutan pada UPTD KPH dalam bentuk � 

a .  Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ; dan 

b. Rencana Pengelolaan Hu tan Jangka Pendek (RPHJPd) . 

(3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara kola bo:ratif dan partisipatif dengan 

mempe • timbangkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Rencana Pernbangunan Jangka Me engah Daerah.  
(4) Rencana Pengelolaan Hu an Jangka Panjang pada UPTD KPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, disusun oleh UPTD 

KPH, diketahui oleh Dinas dan disahkan oleh Mente · . 

(5) Rencana P ngelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada UPTD 

KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b,. disusun oleh 

Tim yang dibentuk UPTD KPH . 

(6) Periode masa berlaku rencana pengelolaan hutan sebagaimana 

dimaksud ayat (2 ) dan ayat (3) sesuai dengan ke , entuan 

peraturan perunda g-undangan. 

BAB II 

PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN UNDUNG DAN 

HUTAN PRODUKSI 

Bagian Kesatu 

Pelak:sanaan, Pemanfaatan Hutan Lindung 

Pasal 8 
,( 1 ) Pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berpedoman pada 

Rencana. Pengelolaan Hutan yang telah disah.ka.n. 

(2 )  Pe1aksanaan pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung 

sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ) dilaksanakan berupa : 

a .  pemanfaatan ka\vasan; 

b .  pemanfaatan jasa Hngkungan; dan 

c. pemungutan basi l hutan bukan kayu. 

--·--•.- • ·- --
. -·· __ .__ . ..  
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PRsal 9 
( l ) Pelaksanaan pemanfa.atan kawasan pada kawasan hutan lindung 

sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a� dilakukan 

dengan pola agroforestry melalui kegiatan 
a. budidaya tanaman obat kecuali umbi-umbian; 

b. budidaya tanaman hias· 
c. budidaya jamur; 

d .  reha.bilitasi clan penangkaran satwa; 

e .  budidaya lebah; atau 

f. budidaya hijauan makanan ternak. 
(2 ) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan 

lindung sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hun1f b, 
dilakukan melalui kegia.tan : 

a .  pemanfaatan aliran air; 

b .  pemanfaatan air;. 

c .  wisata alam;. 
d .  perlindungan keanekaragaman hayati ; 

e . penyelamatan dan perl indungan lingkungan; dan 
f. pemanfaatan panas bumi (geothermaij . 

(3) Pelaksanaan pemungutan hasH hutan bukan kayu pada kawasan 

hutan lindung sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 8 ayat (2) 

huruf c� dilakukan melalui kegiat:an : 

a .  pemungutan rotan� 

b.  pemungutan madu; 

c .  pemungutan geta.h; 

d .  pemungutan buah;. 

e . pemungutan jamur; dan 

f. pemungutan sarang burung walet. 

Pasal 1 0  

( 1 ) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan 
lindung sebagaimana dimaksud dalwn Pasal 9 ayat ( 1 ) dilakukan 

dengan ketentuan 
a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi 

utamanya; 
b. pengelolaan tanah terbatas; 

c .  tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik clan 
sosial ekonomi; 
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d .. .  tidak menggunakan peralatan mekanis da alat berat;dan 

e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

bentang alam. 

(2) Kegiata usa a pemanfaatan jasa lingkungan pad.a kawasan 

hutan lin ung se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

dilakukan dengan ketentuan : 

a .  tidak mengurangi , mengubah atau menghilangkan fung i 

utamanya ; 

b .  fda k meng:u ba h bentang alam; dan 

c .  tidak merusak kese:m bangan u sur Fn gkungan . 

(3) Kegiatan usaha pemungu an has· 1 utan bukan kay u pada 

kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dala , Pasal 9 

ayat (3) dila ku kan dengan ketentuan : 

a. hasi l  h u tan bukan ayu yan g merupakan hasi l reboisasi 

dan / atau tersedia secara alami ; 

b .  tidak merusak lingkungan ; 

c .  t'dak mengurangi , mengubah atau meng · angka n  fungsi 

utamanya; 

d .  tidak memungut ha il hutan bukan kay u yang ba nyaknya 

mele bihi kemrunp an produ ktifitas le starinya; dan/ atau 

e .  tidak memung ut beberapa j enis hasil hu tan bukan kay u  yan 

dilindungi Undang-U ang .  

Bagian Kedua 

Pelaksanaan P manfaatan Hut.an Pro duks· 

Pasal 1 1 

( l } Pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berpedoman pada 

Rencana Pengelolaan lutan yang ela h disahkan. 

(2 )  Pelaksanaa , pemanfaatan hutan pada a asa n hu tan produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilakukan dengan 

a. pemanfaatan kawasan; 

b .  pe manfaatan j asa lin gkungan ; 

c .  pe manfa atan a sil hutan kayu dan bukan kayu; dan 

d .. pem ungu_ has · 1  hutan kayu dan bukan ayu . 

(3), Pelaksanaan pema aata n  hutan pada kawa a n  hutan produksi 

sebagaimana dimaksud daJam pad.a ayat (2 ) huruf a ,  huruf b dan 

huruf c dapat dilakukan dengan pola agroforestry� silvopa stura, 

dan / atau si lvofisheiy. 
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(4) Pela .ksanaan pemanfaatan kawasan pada kawasa n  hutan p roduksi 
s,ebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ruf a, dilakukan melalui 
kegiatan : 
a . budidaya tanaman obat; 
h . budidaya tanaman hias; 
c . budidaya jamur; 
d. budida a lebah; 
e. budidaya ulat sutera; 
f. penangkaran satwa; 
g . . budidaya sarang burung walet; 
h. bud:daya perikanan; dan 

1. budidaya hi jauan ma · anan ternak. 

(S) Pe1aksanaan peman aa an jasa r ngkungan pada kawasan hutan 

produksi s-ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f  b, dilakukan 

melalui kegia an 

a. pemanfaatan aliran air; 

b. pemanfaatan air; 
c.. \: · sata alam; 

d. perlindungan keanekaragaman hayati 

e . penyelamatan dan p rlindungan lingkungan;. dan 

f. pemanfaatan panas bu.mi {geothermal). 

(6} Pelaksanaan  pemanfaatan hasil h a kay u dan hasil h n 

bukan kay u pada k awasan hu tan produksi sebagaimana 

dimaks ud pada aya (2) huruf c} dilakukan rnelalui egiata n  : 

a. pemanfaatan hasil utan kay u yang berasal dari hasil 

tat aman / budidaya ,  melipu ti k giatan pembibi an, 

pe anaman, pemeliharaan , pemanenan , pengolahan dan 

pe masaran; 

b .  pemanfaatan basil hutan  kayu ang be rasal dari kawa: a 

hu tan produksi ang telah menj adi asse t  K PH dilakukan 

dengan s:i.stem silvikultur s suai dengan ke tentuan pe ra turan 

perundang- unda:ngan ;  

c .  pemanfaa. ta ha ·1 hu tan bukan kay u berupa pernanfaatan 

rotan ,  sagu, nipah dan bam bu , meliputi kegiata penanaman , 

p gayaan �  pe meliharaan , pegan1anan, p m anenan dan 

pema aran hasil; 
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d .  pemarrfaatan hasil hutan btikan kayu berupa pemanfaatan 

getah, kulit kayu � daun�  huah atau bij i dan gaharu yang 

meliputi kegiatan pengayaan,. pemeliharaan, pengamanan, 

pema n nan da pemasaran basi l ;  dan 

e . pema fa ata komodit as p ngembangan. bahan baku bahan 

bakar nabati (biofuel) yang dite apkan ole Me e i yang 

mel iputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemane an, 

pengolahan da pemasa.ran. 

(7) Pemungutan hasil hutan kayu sebaga · nana dima sud pada ayat 

(2) huruf d berupa pemungutan kayu dalam hutan a.lam. 

(8) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaks d 

pada ayat (2 )  huruf d dapat be.rupa pemungutan rotan, madu, 

getah , buah dan bij i, daun�  gahan.1 , kulit kayu, tanaman obat dan 

umbi-umbian. 

Pasal 1 2 

( l ) Pe laksanaan pemanfaatan ka a.san pada k wasan hutan produksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat {4) dilakukan deng� 

e e tuan: 

a. luas areal pe golahan dibatasi ; 

b .  tidak menimbulkan dampak nega tif t rhadap biofisik dan 

sosial ekonomi ; 

c . tidak mengguna.kan peralatan mekanis dan alat berat ;  dan 

d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

hen ang alam . 

(2), Pelaksanaan pemanfaa a , Jasa l ingkungan pada kawasan hutan 

produksi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 1  ayat (5), 

dilakukan dengan ketentuan: 

a .  tidak: mengurangi � mengubah atau menghila gkan fungsi 

utamanya; 

b. tidak mengubah bentang alam; dan/ atau 

c .  tidak merusak keseimbangan unsur lingkun an. 

(3 ) Pelaksanaan pemanfaatan basi l  utan kayu dan bukan kayu pada 

kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1 ayat {6) dilakukan d ngan ketentuan : 

a .  diutamakan pada ka.wasa , hutan produksi yang idak 

produktif; dan 
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b. dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem sHvikul r, 

sesuai de .· gan karakter isti sum b r daya hutan dan 

lingkungannya; 

(4) Pelaksanaan pemungutan hasi l hutan kay u  p da kawasan hu a 

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a a (7) 

dilaksanakan dengan ketentuan : 

a .  dib rikan untuk memenuhi ke butuhan pe1nbangunan fasirtas 

um um kelompok mas araka. , se tempat dengan ke ten tuan 

paling banyak 5 0  (lima puluh) me ter kubik da n tidak untuk 

dip erdag g an ; dan 

b. dibe:rikan tuk mem nuhi  ke bu tuhan individu dengan 

k etentuan paling banyak 20 (dua p ulu h) m ter kubik un tuk 

setiap kepala keluarga d · t ida u n tu k  d ip rdagangkan . 

(5 )  Pel ak sanaan pemungutan basil hutan bu kan k ay u  pada kawasan 

hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 ayat (8 ) 

dilaksanakan dengan keten tuan 

a. diberikan untuk meme . uhi ke bu tuhan masyarakat se tempat 

dan dapat diperdagangkan; dan 

b .  pemungu an hasi l hu tan bukan kayu yang dilakukan t rhadap 

tum buhan l iar dan / atau satwa liar haru s se suai denga n 

ketentuan peraturan perundan g-undanga n .  

Bagian Ke tiga 

M kanisme Pemanfaatan Hu tan 

Pasal 1 3  

Pemanfaatan hutan pada KPH se bagaimana dima.ksud dala m Pasal 8 

ayat { 1 ) dan Pa sal l l ayat ( 1 ) dilakukan melalui mekanisme: 

a .. swakelo la; 

b. kerj asama peman faat an ;  

c .  kemitraan ke hutanan; dan 

d. 1z :m . 

Pasal 1 4  

( 1 ) s, ak Iola da1am pemanfaata hutan se bagaimana dimaks ud 

dalam Pa.sal 3 1ruf a dilakukan oleh U PTD KP L 

(2 ) Pemanfa atan huta dengan cara s,;,; ak lo la oleh U PTD K PH 

sebagaimana din1aksud pada ayat ( 1 )  dilakukan pada se bagian 

wilaya t rten tu . 
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(3) Ketentuan lebih 1anjut men g nai  p manfaatan hutan dengan 

mekan isme swak:e lola sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) ,  

dilaksanakan s,esuai den an ketentuan pera.turan perundang

undangan. 

Pasal 1 5  

( 1 ) Kerjasama p m a  faata s bagaima a d "maksud dalam Pasal · 3 

huruf b dilakukan pada KPH yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut 

a . mempunyai RPHJ P  dan RPHJ Pd yang telah disahkan oleh 

pejabat ya g berwenang sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;. clan 

b.  te lah menerapkan PP -BLUD atau pola pengelolaan keuangan 

lainnya sesuai  dengan ketentu.an peraturan perunda.ng

undangan . 

(2) Kerjasama pemanfaatan hutan sebagaima a dimaksud pacla ayat 

( l }  dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu KPH sesua· dengan 

penataan ruang pada RPHJP. 

(3 ) ub rnur menunjuk Dinas untuk melakukan pros,es kerjasama 

yang menjadi kewenangan Gub rnur. 

Pasal 1 6  

( 1 ) Pengefo la hutan a.tau pemegang lZln wajib melaksanakan 

pembe. dayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan 

sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 1 3  huruf c . 

(2) Pengelola hu a ebagaimana dimaksud ayat , (1 ) meliputi : 

a. kesatuan pengelolaan hutan ; 

b .  pengelola kawasan hutan dengan tujuan khu su s;. dan 

c. badan usaha rnilik negara atau badan usaha milik daerah 

pengelola hutan n gara. 

{3) Ketentuan mengenai pengelo la hutan sebagaimana dimaksud pada 

aya t ( 1 ) , dilaksanakan sesuai de gan ketentuan peraturan 

pen.1ndang-undangan. 

(4 ) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat ( ) m l iputi : 

a .  izin usaha pemanfaatan kawasan; 

b . izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 

c .  izin usaha pemanfaatan hasi l hutan kayu dalam hutan aJ.am ; 

d .  izin usaha pen1,anfaatan basil hutan kayu dala.m · u n 

tanaman; 
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e. izin usaha pem.anfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan 

alam; 

f. izin u saha pernanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hut.an 

tanaman ; 

g .  izin usaha pemanfaatan air ; 

h .  izin u saha pemanfa.atan energi air;. 
izin u saha pemanfaatan jasa wisata alam; 

J .  izin usaha pema.nfaatan sarana · sata. alam; 

k. izin usaha pemanfaa an pe y,erapa karbo di hutan produksi 

dan hutan lindung; 

l. izin u aha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan 

produksi dan hutan lindung; 

m. izin usaha penggunaan ka,vasan utan ; da / a tau 

n . izin usaha indu stri primer hasil hutan. 

(5 )  Areal em · traan kehutanan antara pengelola. hutan atau pem gang 

izin dengan masyarakat setempat dit tapkan dengan ketentuan : 

a. areal konflik dan y • g be po ensi konflik di areal pengelola 

hutan atau pemegang izin ; 

b. areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupa.n 

masyru·akat setempat; dan 

c. di areal anaman kehidupan di  wilayah kerja I PHHK-HTL 

Pasal 1 7  

( I )  Izin s,ebagaima a dimaksud dalam Pasal 1 3  huruf d melipu ti : 

a. Hak Pengusahaan Hu tan Desa (H 1 ID) ; 

b. Izin Usaha Pema.11 aatan Hu tan Kemasyaraka.tan ,(IUPHKm} ; dan 

c. lzin Usaha Pemanfaata Hasil  Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Rakyat (IUPHI ,K-HTR) . 

(2) HPHD sebagaimana dimaksud pada aya t { l )  diberikan oleh 

Gubemur apabUa telah mendapatkan pendelegasian o eh Menteri. 

(3 )  IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diberikan oleh 

Gubemur apabila telah mendapatkan pend legasian oleh Men eri . 

(4 ) IUPHHK-HTR sebagaimana. dimaksud pada aya.t ( 1 )  diberikan oleh 

Gubernur apabila t lah mendapatkan pendelegasian oleh Menteri. 

' ' T 
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Bagi .an K:eeempat 

Pe · gkatan Nilai Tambah Komoditas Hasil Hutan 

Pasal 1 8  

( l )  Pemerin tah Provinsi mendorong peningkatan nilai tam bah 

komoditas hasi l  butan yang dilakukan dengan pengembangan : 

a.. aspe p oduks · ;  

b .  aspek pengolahan; dan 

c. aspek pemasaran. 

(2 )  Peningkatan nilai tamba h komodit.as has :il hut.an sebagaimana 

dimaksud pada aya ( 1 )  dilakukan de gan : 

a .  peningkatan kapasitas prod uksi hasil  utan ; 

b .  peningkatan ketersediaan bahan baku; 

c .  peningkatan varian basil olahan ; 

d . pemb: naan desain dan k ma san produk; 

e .  fasilitasi prose sertifikasi produk has · 1  hu · da � 

f. perl indungan a.tas hak dan kekayaan intelektual. 

Pasal 9 

( 1 ) Peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) dapat dilakukan. o .eh : 

a .  UPTD I PH; 

b .  Badan Hukum;  

c .  Kelompok Masyarak:at;dan 

d. Perorangan. 

{2) Pening�atw1 nilai tambah komodit:as basi l  hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I ) ,  dapat dilaksanakan secara bersama

sruna. 

Bagian Kelima 

Penggunaan Kawasan Hutan 

Pasal 20 

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme : 

a. izin pinjam pakai kawasan hutan; dan 

b .  kerjasama. penggunaan ka.wasan hutan .  

Pasal 2 1  

( I )  Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dima sud dalam Pasal 

20 buruf a yang menjadi kewenangan Gubem r meliputi : 
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a. izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembanguna fas "lita 

umum yang bersifat non komersial untuk luas paling ban.yak 5 

(lima) hektar; 

b. " zin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertamban an rakyat 

de ga ua an s suai. dengan ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang per m bangan. 

(2 ) Pem berian izin pinjam pakai kawasan u a s bagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) setelah mendapatkan per timbangan teknis 

d ari Dinas . 

Pasal 2 2  

( 1 )  Kerj asama p nggunaan kawasan hu tan se bagahnana dimaksud 

dalrun Pasal 2 0  huruf b adalah kegiatan un tuk ke pe n tingan 

pembangunan di luar eg iatan k hu tanan tertentu yang dapa 

m nu nJ ang pengelolaan hutan s,ecara langsu g a tau tidak 

lan gsu g. 

(2 ) Jenis kerjasama p nggu aan kawasa n  hu tan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  an tara lai n : 

a. sarana re ligi melipu ti tempat ibadah , pemakaman um.um yang 

be rsifat ,on kom rsil ; 

b .  wisata b de.ya dan sarana p nunJ angnya yang bersi fat non 

komersial ; 

c .  p nanaman / pemasangan kabe l sepanj ang alur / j ala n ;  

d. pembangkit l is trik tena a ai r  denga ka pasitas terpasang 

paling tinggi ( sa u) megawatt {Pembangkit Lis tri k Tenaga 

Milera I id ro/ PLTMH) ; 

e .  p masangan jalur listrik masuk d e sa dengan tegangan leb ih  

kecil atau sama dengan 70 kV ( tuju puluh kilovolt) ; 

f. pemban gu n an kanal / saluran t. rsier, normalisasi 

sungai / saluran irigasi , dan pembuatan ta nggul penahan 

banj ir; 

g .  pe m bangunan area peri tirahatan (rest area) dan sarana 

es l am a ta n  lalu-lintas darat; 

h. peningkata n alur /jalan untuk jala  umum a tau sarana 

pengangku an has� . produksi tidak termasuk pelebaran dan 

p mbuatan jalan baru; 

1 .  pembangunan emb ng, eek dam , bangunan penam pungan a ir 

lain nya d a n  pipa saluran air;. 
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J .  pem.a sangan pa pan ildan, portal , gardu pandang,  dan tugu 

antara Iain tugu peringatan , tugu pat ng , tugu penanda jeja  

da . · tugu gapura.; 

k. penanaman o1eh pihak di luar kehutanan untuk · eg·atan 

reklamasi, dan r hab: ·: asi h utan; 

I .  daerah laf . an tempur d an  sarana penunjangnya selain mess, 

perkantoran , gudang� dan jalan akses ; 

m.  penempatan alat ukur klima ologi clan geofisika antara Iain 

ombrometer; 

n . bu.mi perkemahan ; dan 

o. menara telekomunikasi . 

Pasa] 23 

Se tiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha 

yang melakukan pemanfaata n dan p nggunaan kawasan ·· utan waj ib :  

a .  m l indungi , ea • e aragaman hayati dan keunikan lingkungan; 

b .  mendayagunakan hasil hutan secara lestari ; 

c .  memp rtahankan keb radaan be ta g alam ;  

d .  m njaga k l starian pe utupan · egetasi ; 

e .  menggun akan ala yang diizinkan dalam memanfaatkan hut.an. 

Pasal 24 

S tiap orang atau k lompok masyarakat, badan hukum, badan usaha 

yang melak.ukan pemanfaatan dan p nggi..:maa n kawasan hutan 

dilarang: 

a. menjuaJ.� menggadai 1 menukar,. dan/ atau memindahtangankan 

status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak 

lain secara tidak sah ; dan 

b .  melaksanakan kegiatan pemanfaatan clan penggunaan yang tidak 

sesuai dengan izin atau kesepakatan ang telah d imir ki . 

BAB IV 

BAGI HASIL 

Pasal 25 

( 1 ) Bagi basi l kerjasama dan/ atau kem· traan kehutanan ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan para piliak yang d "s tujui ol h Din.as. 

(2 ) Bagi hasil se bagaimana d:imaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

setelah penyelesaian kewajiban pembayaran PNBP. 
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{3) Pen tapan besaran bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l )  dapa mempertimbangkan nilai inves tasi da rah. 

(4) Nilai penerimaan daerah dari bagi ha sil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3 )  dikalikan dengan harga patokan setempat yang 

ditetapkan o leh ube nur berdasarkan usulan dari Dinas . 

(5) Pen tapa . harga pa okan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4 ) 

dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan. 

(6) DaJ.am hal evaluasi harga patokan s baga · mana dimak:sud pada 

ayat (5 )  belum dilakukan�  maka ha ga pato an sebelum ya te tap 

berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan yang baru. 

(7) Ketentuan lebih lanj ut tentang tata cara bagi hasH diatur dalam 

Peraturan Gubernur . 

Pasal 26 

( 1 ) Bagi Hasil kerjasama dan/ a tau kemitraan kehutanan yang belum 

menerapkan PPK-BLU D merupakan penerimaan daerah yang di 

se ·orkan ke Kas Daerah . 

(2 ) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

dikembalikan dalam bentuk program/ kegiatan pelestarian hutan 1 

dan pem berdayaan masyarakat sekitar hutan. 

(3 )  Pemungutan penerimaa bagi hasil kerjasama / kernitraan 

kehutanan dilakukan oleh UPTD PH de gan sup rvi i ol h 

Dinas . 

BAB V 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pasal 27 

( ) P merintah Provinsi melaksanakan pemberdayaan masyarakat 

� ang bermukim di sekitar kawasan hutan. 

(2 ) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1 )  dilakukan 

dengan; 

a . fasilitasi akses kelola kawasan; dan 

b. peningkatan kapasitas . 

(3) Fasirtasi akses kelola kawasan sebagaimana dimaks d pada ayat 

(2 )  huruf a d i lakukan melalui kegiatan perhu anan sosial dalam 

bentuk : 

a. hut.an desa;. 

b . hutan kemasyarakatan; 

c . hutan tanaman rakyat ; 
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d . kemitraan kehutanan;da 

e . hutan adat . 

(4) P ningkatan kapasitas sebagai mana dimaksud pada ayat (2
) 

huru
f 

b c l ilakukan dalam be , tu 

a . sosial isasi; 
b . pembe ntukan kelompok pe rhutanan sosial; 
c . . penguatan kelembagaan bagi ma araka: yan g  sudah 

erbentuk; 
d. pendidikan dan pelatiha 

. penyuluhan dan pendampinaan ; da 

f. p nguatan je jaring kerj asam.a. 

Pasal 28 

(1) Setiap pengelola hutan dan/atau pemegan izin t.; afb melakukan 

f asilit asi pemberdayaan kepada masyarakat setempat. 

(2) FasTtasi sebagaimana dimaksud pa a ayat (1 ) dapat dibantu 

oleh: 

a. Lembaga Swadaya Masyarakat; 

b. Perguruan Tinggi; 
c. Penyuluh Kehutana.n S adaya Masyarakat; 

d. Tenaga Pe gamanan Hutan Swadaya; dan/ atau 

e. Lembaga lainnya yang mempunyai ko p t nsi di bidar g 

kehutana n. 

(3) Dinas melalrnkan pem b· aan, pengawasan dan p . ng ndalian 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dila anakan oleh 

pengelola hu tan atau pemegang izin. 

(4 ) Pembinaan sebagaim ana se bagaima ,a dimaks ud pada a yat  ,(3) 

dilakukan melalui egiatan : 

a .  pem berian pedoman ;  

b .  sup ervi si � 

c .  konsultasi ; . 

. p ndidikan dan pe latihan ; 

e .  pe mberian bantua. teknis ; dan / a tau 

f. fas " litasi resolusi konfl i' . 

(5 ) Pelaksanaan pembinaan,  pengawasan dan pengendalian 

se bagaimana dimaks ud pada ayat (3) d :ilakukan p aling sediki  

(sa tu )  kali dalam se w.bun .  
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BAB VI 

REHABILITASI DAN REKLAMASI H UTAN 

Pasal 29 

( 1 ) Melak:sanakan pembinaan, pemantauan, mengkordinasikan dan 

memberika11 pelayanan dalam pelaksanaan egiatan p rbenihan 

a aman utan.  
(2) Melaksanakan peni la ian penyusunan rencana teknis rekla nas'. 

ol h pemegang izin penggunaan ka,vasan hutan .  
(3) Mela.ksanakan penilaian keberhasilan tanaman reklarnasi oleh 

pemegang izin pengg1.1naan kawasan hutan. 
(4) Pelaksanaan egiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , 

ayat (2) , dan ayat (3) tersebu d '  a tas , dilaksanakan oleh Dinas. 

(5) • uas areal :rehabilitasi hutan perta un nya disesuaikan dengan 

tar0et k:inerja. pada RPJMD . 

BAB VU 

PERLINDUNGAN HUT N DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 30 
( 1 ) Perlindungan hutan n1erupakan bagian dari kegi atan 

pe gelolaan hutan produksi dan hutan lindung. 

(2 ) Kegiatan per · nctungan h tan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) dila sanakan oleh Dinas

1 
Pengelola dan/atau Pemegang lzin . 

(3) Pelaksanaan egiatan perlindungan hutan dan konservasi oleh 

pengelola dan/ a tau Pemegang Izin, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas / lnstansi terkait 

lainnya.  

Pasal 3 1  

{ l ) Perlindungan hutan dan kons rvasi sumber daya alam dilakukan 

melalui: 

a. pencegahan peru sakan hutan; 

b .  pengamanan hu tan; 

c . pe .egakan hukum; dan 

d. konservasi sumber aya alam hayati . 
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(2) Pencegahan perusakan hutan sebagaima· a dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a� meliputi k giatan : 

a. pencega.ha kebakaran hutan, pencegahan perarnbahan 

hutan, pembalakan liar, pendudukan da penguasaan 

kawasan hutan, penambangan l iar, dan penggembalaan Har; 

b. pe , yuh.: an; dan 

c .  penangan an hama dan penyakit . 

(3) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada aye. ( ) hutuf b 

dilaksanakan dengan skem.a pengamanan berlapis melalui 

kegiatan . 

a. patroli h 

b .  patroli gabungan; 

pengamanan hut.an partisipatif; dan 

d. penjagaan. 

(4) P �negakan hukum sebagaimana dima sud. pada ayat ( 1) huruf c 

dilaksa.nakan dengan 

a. pe yelidikan; 

b .  penyidikan ; dan 

c .  pengamanan dan pemeliharaan bara.ng bukti. 

(5) Konservasi sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanalran dengan ; 

a .  perlind gan flora dan fauna; d an 

b .  pengelolaan kawasan bernilai e osistem penting. 

(6) Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum i badan 

usaha di larang 

a. melakukan p · mbukaan kawasan hutan an pa izin; 
b .. mendirikan pondok dan/ atau rnmah dan/ a tau bangunan lain di 

<la.lam kawa an hutan; 

c .  m mbuat tanda batas dan / atau papan nama dengan maksud 

mengua sai kawasan utan; 

d.  memindahkan d.an/ atau merusak a au .menghilangka tanda ba as 

kawasan hutan yang telah dipasang pada ka asan hutan. 

Bagian Kedua 

Pen egakan 1-Iukum 
Pa sal 32 

( 1 ) . , asyaraka dan / atau para p"hak lainnya dapat terlibat dalam 

kegiatan perlindungan hu an dan konservasi alam.  
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{2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dalam bentuk: 

a .. bersama-sama dengan PPN melaksanakan pattoli hutan; 

b .  melaporkan kegiatan perusakan hutan; 

c .. mengamankan pelaku dan barang bukti perusakan hutan; dan 

(3)  Ha sil kegiatan sebagai.mana dimaksud pada aya • (2) uruf c 

diserahkan pada aparat penega- hukum dan atau PPNS untuk 

diproses leb� . lanjut .  

Bagian Ketiga 

Kawasan Bemilai Ekosiste.m Penting 

Pasal 33 

( ) Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait memb ntuk dan 

me gelola kawasan bernilai ekosist m penting.  

(2 ) Pembentukan kawasan bernilai ,ekosfatem penting sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanaka berdasarkan h asil 

'de tifikasi ruieal clan jenis  flora fauna yang membutuhkan upaya 

konservas · .  

Bagian Keempat 

Op ra sional Perlind ngan Hutan 

1?·%.w. '3,-1; 

( 1 ) Pemerintah · .  rovinsi mengalokasikan anggar untuk operasional 

perlindungan hutan. 

{2), Operasional P rlindungan Hu an. sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) dibe ikan dalam bentuk: 

a. p ningkatan kapasitas kelembagaan da.n personil perl indungan 

hutan setiap tahunnya;  

b .  perlengkapan sarana dan prasarana ; 

c .  kegiatan perli dungan hutan. 

BAB VIU 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal. 35 

( 1 )  Masyru·akat berhak menikma · kualitas lingkunga n hidup yang 

dihasi lkan hutan. 

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  � masyarakat 

dapat : 

a .  memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesua.i dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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b . mengetah i rencana peruntukan utan, pemanfaatan  hasil 

hutan, dan informasi kehutanan ; 
c . m mb ri informasi, saran , . se rta pertimba gan dalarn 

pembangunan k hutanan; dan 

d. melakukan pengawasan t rhadap pelaksanaan  pemba ngu na n 

kehutanan baik langsu g maupun tidak langsu ng. 

Pasal 36 

(I ) Masyarakat berkewaj iban untuk ikut se rta meme l i ha ra da n 

menjaga kawasan hutan dari gangguan dan pe rusakan. 

(2) Masyarakat berkewaj iban memberikan informasi, baik lisan 

maupun tulisan kepada pihak ya ng rwenang apabila 

mengetahui  a au adanya indikasi perusak:an hutan. 

Pasal 37 

(1 ) asyarakat turut berperan serta dalam p mbangunan d i  bidang 

keh I a· an. 

(2) Dalam rangka me ingkatkan peran serta masya rakat, 
Pernerintah Provinsi dapat dibantu oi h forum pemer a · • 

kehutanan. 

BAB IX 

KERJASAMA DAERAH 

Pasal 38 

( 1) Pem·e.rintah Provinsi rkoordinasi dengan Pemerintah 

Kabupaten/ Ko ta dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan. 

(2) Koordinasi s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

melalui kegiatan 

a .  p nanganan konflik ; 

b .  pem berdayaan masyarakat; dan 

c .  pe rlindungan hu tan dan kon se rvasi sumber daya alam . 

(3 ) G ubernt-rr  beki rj asama dalam kegia tan pengelolaan hu tan 

se bagaimana dim sud pada ayat (2 ) d ngan Bu pati / Walikota 

dan Kepala Desa. 

(4 ) Ke rj asama se bagaimana d imaks ud pada ayat (3 ) dilakukan ole 

Di  as . 

(5) K rj asama antara dinas  dengan Peme intah Kabupa en/ Kota dan 

Pe merintah Desa d i a tur  1 bih lanjut denga n  Pe r aturan Guber n ur 

mengacu kepada ke tentu an peraturan peru, d ang- undangan . 
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BAB X 

MONITO RING DAN EVALUA I 

Pasal 39 

( 1 )  G 1ber nur menyele ggarakan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan pengelola n hutan yang di laksanakan oleh UPTD KPH 1 

Pemegang izin peman faatan da n /  atau p nggunaan kawasan serta 

lembaga pengelola hutan lainn ya . 

(2 ) P laksanaan monitoring dan evaluasi se bagaimana cl imaks ud 

pada ayat ( 1 ) dilaksanakan o leh Dinas . 

(3) Pelaksanaan mo. · taring s bagaimana dimaks ud pada a yat (2 ) 

dapat melibatkan Lembaga S . adaya M asyarakat ,  Akade misi 

dan / atau masyarakat di sekitar kawasan hu an . 

(4 ) Ta a cara pelaksanaan monitorin clan evaluasi pengelo laan 

kaw san huta sebagaimana dimaksud pada ayat ,(3 )  

dHaksanakan sesuai de gan ke tentuan peraturan perundang 

undan gan . 

Pasal 4 0  

( 1 )  Pelaksa aan monitoring pengelolaa · kawa san hutan 

se bagaimana d' mak sud dalam Pasal 39 dilaksanakan pal ing 

sedikit 1 (satu) kal ' dalam seta hun .  

(2 ) D inas melaksanakan mon itoring terhadap kegiatan pe gelolaan 

hutan yang dilaksanakan o leh UPTD KPH , Pemegang Izin 

Pemanfa atan dan/ atau Penggunaan Kawasan serta lembaga 

pe gelola h utan lainnya .. 

(3 ) UPTD KPH melaksanakan monitoring terh ad a p  kegiatan 

pen gelolaan hutan yang ct·  ak:sanakan oleh Pemega g z1n 

Peman aatan dan/ atau Penggunaan Kawasan serta lembaga 

penP'elola h utan lainnya . 

(4 ) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d ilakukan 

untuk pembinaan agar UPTD KPH, Pemegang Izin Pemanfaatan 

dan / a tau Pengguna Kawasan dan le mbaga pengelola hutan 

lain nya memenuhi kewajiban yang ditetapkan . 

I ., ·--- -· ___ ___ .. ___ _ __ _ _  _ 
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Pasal 4 1  

( 1 )  Evaluasi  pe gelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ct ·  aksanakan paling sedikit l (satu) kali dala m 5 

{lima} tahun yaitu setiap b rakhirnya periode Rencana 

Pembanguna.n J angka M nengah Daerah. 

(2 ) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) 

d ikoordina sikan ole •. Dinas .  

(3 ) Evalua.si sebagaimana dimaksud pada ayat { l }  d i lakukan t.111tuk 

menilai:  

a. kesesuaian antara rencana pengelo aan de :1.gan realisa.si ; dan 

b. pemenuha berbagai kewajiban dalam rangka pengelolaan 

hutan. 

(4 ) EvaJuasi kegiatan p ngelolaan hutan sebagaimana dima sud 

pada ayat ( 1 ) dapat juga dilakukan sewaktu- aktu j ika terdapat 

· dikasi pelanggaran e ba.gai sala.h satu bahan pengambilan 

Keputusan Gubemur. 

BAB XI 

SISTEM I NFORMASI KEHUTANAN 

Pasal 42 

( I )  P.emerintah Provinsi menyelenggara.kan kegiatan pengelolaan 

sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan 1 

p manfaatan, p rHndungan, dan p ng Jolaan sumber daya hutan 

secara terbuka kepada masyarakat. 

,(2 ) Pelaksanaan penge olaan s·stem sebagaima a dimaksud pada. ayat 

( l )  dHakukan oleh Dinas. 

{3) Sistem Informasi Kehutanan terintegrasi dengan Sistem. Informas· 

Daerah. 

BAB XII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 43 

( 1 }  Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

P ngelolaan Hutan. 

(2 ) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  secara teknis dilakukan oleh Dinas . 

. � --p- .. ··-··--· -----·-·--- ·••· 
I I 
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{3) Pembinaan s bagaima a d imaks ud pada ayat (2 )  dilaksanakan 

pada gi.atan pere :1 anaan� pemanfaatan sumber daya hutan , 

penggunaan kawasan hutan, dan perlindungan hutan ... 

( 4) Pemb inaan seb&gaimana dimaksud pada ayat (3 )  d i lakukan 

mela lui kegiatan:  

a . pemberian pedoman; 

b.  supervis i ; 

c .  konsultasi ; 

d .  pendidikan dan pe ati ' an ; dan 

e . pemberian bantua teknis .  

(5) Kegiatan pembina:an sebagaimana dhnaksud pada ayat (4 )  

clilakukan kepada: 

a .  UPTD KPH; 

b .  pemegang izin� 

c .  pelaku kerjasama; 

d . p laku k mitraan kehutanan; dan 

e . masyara kat s kitar kawasan hutan. 

(6) egiatan pe b 'naan pengelolaa , hutan di iakukan paling sedikit 

1 (sa u) kali dalrun l (satu) ta . un . 

Pasal 44 

( 1 )  Gub rnur melakukan pengawasan terhadap pela i sanaan 

egiatan Pengelolaan Hutan. 

{2) Pengawasa sebag�imana dimaksud pada ayat { l ) clilakukan oleh 

Dinas. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) bertujuan 

untuk me"ruj udkan efektivitas dan kesesua ian pelaksanaan 

Pengelolaan Hutan sesua.:i. ketentuan peraturan perundang

undangan. 

AB XIII 

PENDANAAN 

Pa sal 45 

Pendanaan dalam pelaksanaan Peng Io la.an Hutan Produksi dan 

Hutan Lindung di Provinsi Sumate a Sela tan bersumber pada: 

a .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 
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b .  D ukungan Dana dari Pem r·ntah s sum denga:n ketentuan 

peraturan perundang- da ga ; dan 

c .  Sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat ses uai 

d ngan ketentuan peraturan perunda g-undangan . 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Pasal 4 

( ) Pejabat Penyidilc Pegawai Negeri s ·pil t rtentu di lingkun°an 

in stansi Pemerintah Provinsi yang · �gkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang pengelolaan hutan, diberi we 1ena�ng khusus 

sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlak . 

(2) W w nang penyidik sebagaiman a d · mak ud pada ayat ( 1 )  adalah: 

a. menerima, mencari ,  mengumpulkan dan meneliti k teranga:n 

a tau laporan be kenaan d ngan tindak pidana d: b " dang 

pengelolaan hutan agar keterangan atau lapora.n tersebut 

menjadi  leb:i.h lengkap da.n je las ; 

h . meneli ti , mencari� dan mengumpulk.an keterangan mengenai 

orang pribadi ,  kelompok atau badan ukum tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehub unga · d ngan 

tindak pida.na di bidang pengelolaan hutan; 

c .  mem · ta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi , 

kelompo atau badan hukum sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang peng lolaan hutan; 

d . m meriksa buku, catatan
t 

dan dokumen l ain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan; 

e .  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pemb kuan , catatan dan dokume. lain , serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebu . ; 

f. meminta bantuan tenaga a I i  dalam rangka pelak anaan tugas 

pen id .k an tindak pidana di bidang pengdolaan hutan ; 

g .  menyuruh berh n6 dan/ atau melarang seseorang 

meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung, d an memeriksa iden it.as orang, benda� 

dan/atau dokumen yang dibawa; 
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h.  memotret seseorang yang be:rkaitan dengan ti ,1dak pidana di 

bidang pengelolaan hut.an ; 

1 . memanggil orang untuk didengar keteranga nya� da:n 

diper iksa sebagai tersangka atau saksi; 

J .  menghentikan penyiclikan ; dan / a au 

k. melak a , tindakan lain yang per u untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidan a  sesuai dengan etentuan peraturan 

peru dang-undangan. 

(3 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahu an 

climulainya peny· d ikan dan menyampaika , ha '. penyidikannya 

kepada Penuntut Umum sete lah berkoordinas· denga.n Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republ ik Indonesia. 

BAB A'V 

KETENTUAN PI DANA 

Pasal 47 

S - tiap orang yang mela ggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 1 ayat (6) huruf a d iancam pidana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

1"1asa1 48 

( 1 } Se ·ap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam · a sal  3 1  ayat (6) h uruf b,  huruf c ,. dan huruf d d iancam 

pidana kurunga , paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50 .000 . 000 , - (Hrna puluh juta rupiah) . 

(2 )  Denda sebagaimana dimaksud pada aya- ( 1 ) merupakan 

penerimaan da rah dan disetorkan ke Kas Daerah. 

AB XVI 

KET NTUAN PERALlHAN 

Pasal 49 

( 1 ) Pemerintah Provin s ·  da lam waktu paling lama 2 (dua) a . un sejak 

diu dangkannya Peraturan Daerah ini , melakukan pendataan dan 

inventar · sa si secara cerma dan akurat terhadap s luruh kawasan 

hutan yang ada di Provinsi Su.matera Selatan. 

(2 ) Pada saat berlakunya P ratu.ran Daerah ini , maka izi dan atau 

kemitraan yang te lah terbit sebelum berlc·:1.kunya Peratura Daerah 

ini masih t tap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya 

IZlil 

. ,,.,,� _ ... _ .. -----r--· .. -- r ·--.. -... V-- • - � -
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• LEMBARANDAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2020 NOMOR..~L.

(NOREGPERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN(5-@1/2020)

f. H. NASRUNUMAR

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24; J.:an 2020

~ SEKRETARlSDAERAH1PROVINSISUMATERASELAt:;,

~

H. HERMANDERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2+. Jlili 2020

~UBERNUR SUMATERASELATAN,f
J

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

memerintahkanmengetahuinya,orangAgar setiap

pengundangan

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasalll•

Pasal20

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan.

(2)Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang

undangan .

8. Ketentuan Pasal 20 lama menjadi Pasal 20 ayat (1) dan
ditambahkan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 10 -
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